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ABSTRAK

Oktavia Dwiana Lewa (M011201005). Potret Kesejahteraan Masyarakat
Pasca Pemberian Akses Pengelolaan Lahan di Areal HKm
GAPOKTANHUT Tandung Billa Kel. Battang Kec. Wara Barat Kota
Palopo, dibawah bimbingan Muhammad Alif K.S.

Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) di wilayah Battang bersatu demi
legalitas pengelolaan hutan bersama dengan KPH Latimojong untuk mengusulkan
pengelolaan Hutuan Kemasyarakatan (HKm) dalam menghadapi ketidakpastian
dan konflik lahan. Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi dasar hukum legalitas
pengelolaan hutan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
potret Kkesejahteraan masyarakat setelah pemberian akses pengelolaan lahan
berdasarkan beberapa indikator kesejahteraan serta mengidentifikasi faktor-faktor
yang mempengaruhi Kkesejahteraan masyarakat daerah HKm Gapoktanhut
Tandung Billa Kelurahan Bttang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Sampel
penelitian terdiri 20 responden atau 15% dari total 137 anggota HKm
Gapoktanhut Tandung Billa. Data diperoleh melalui wawancara, pengamatan
lapangan, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, potret kesejahteraan
masyarakat di areal HKm Gapoktanhut Tandung Billa dapat dilihat pada beberapa
indikator antara pendapatan dan aset rumah tangga, lingkungan dan kesehatan,
keamanan,pangan, keadilan dan akses bebas untuk lahan, hubungan sosial, dan
penggunaan lahan serta faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan
masyarakat di wilayah HKm Gapoktanhut Tandung Billa melalui pengelolaan
lahan yang efektif termasuk peningkatan pengetahuan masyarakat dan
keterampilan dalam pengelolaan hutan yang dikelola secara berkelanjutan, akses

modal, pasar, dan teknologi, serta penyelesaian konflik tenurial.

Kata Kunci : Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kesejahteraan Masyarakat,
Gapoktanhut Tandung Billa.



ABSTRACT

Oktavia Dwiana Lewa (M011201005). Portrait of Community Welfare
After Providing Access to Land Management in the HKm
GAPOKTANHUT Tandung Billa Kel. Battang District. West Wara,
Palopo City, under the guidance of Muhammad Alif K.S.

The Association of Forest Farmer Groups (Gapoktanhut) in the Battang
area united for the legality of forest management together with KPH
Latimojong to propose community forest management (HKm) in the face of
uncertainty and land conflicts. Community Forestry (HKm) is the legal
basis for the legality of forest management as an effort to improve
community welfare in meeting their living needs. This research aims to
determine the portrait of community welfare after providing access to land
management based on several welfare indicators and identify factors that
influence the welfare of the community in the HKm Gapoktanhut Tandung
Billa area, Bttang Village, West Wara District, Palopo City. The research
sample consisted of 20 respondents or 15% of the total 137 members of
HKm Gapoktanhut Tandung Billa. Data was obtained through interviews,
field observations and document studies. Based on the research results, a
portrait of community welfare in the HKm Gapoktanhut Tandung Billa area
can be seen in several indicators including household income and assets,
environment and health, security, food, justice and free access to land,
social relations, and land use as well as influencing factors. increasing
community welfare in the HKm Gapoktanhut Tandung Billa area through
effective land management including increasing community knowledge and
skills in managing sustainably managed forests, access to capital, markets
and technology, as well as resolving tenure conflicts.

Keywords: Community Forest (HKm), Community Welfare, Gapoktanhut
Tandung Billa.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Battang yang tinggal di hutan percaya bahwa hutan adalah
sumber mata air yang berfungsi sebagai air susu bagi semua makhluk hidup.
Masyarakat Battang menganggap hutan sebagai sesuatu yang sakral karena peran
pentingnya hutan bagi kehidupan dan eksistensi mereka. Sebagian orang Battang
secara turun temurun menggarap tanah dengan berkebun dan bercocok tanam
(mabbela) dan tidak ada masyarakat yang berani melanggar peraturan adat,
sehiingga keadaan hutan tetap lestari.

Pada tahun 1932, pemerintah kolonial Belanda mengakui hutan hutan adat
Nanggala sebagai hutan negara berdasarkan Domain Verklaring. Hutan Nanggala
kemudian ditetapkan sebagai hutan lindung oleh SK Zelf Besteuur No. 13 dan No.
14 pada tahun 1932. Karena itu, wewenang secara adat untuk mengelola lahan
hutan tidak kuat lagi. Keputusan ini memicu konflik tenurial di Hutan Nanggala.
Pada tahun 1970 PT. Hasil Bumi Indonesia Buntu Marannu (PT. HBI BM)
mengelola wilayah Hutan Nanggala. PT. HBI BM menerima izin Hak Guna
Usaha (HGU) berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Menteri Dalam
Negeri No. 9/HGU/DA/72 pada 4 Juli 1972. Perusahaan ini bekerja di perkebunan
cengkeh, vanili, dan coklat. Menurut Tonapa (2021), kebanyakan karyawan
perusahaan berasal dari luar wilayah Battang, dan orang Ba'tan hanya bekerja
paruh waktu selama musim panen.

Masalah lahan di Hutan Battang terjadi sejak PT Hasil Bumi Indonesia
(HBI) menyerahkan lahan seluas £ 245 ha yang merupakan hak guna usaha
sebelumnya kepada pemerintah kota Palopo. Pada saat itu, wilayah tersebut
disebut sebagai wilayah reformasi, dan seharusnya dikembalikan statusnya
sebagai kawasan penyangga (hutan lindung). Namun, akses masyarakat ke hutan
semakin terbatas, dan pemerintan melalui Dinas Kehutanan dianggap sebagai
satu-satunya yang dapat mengelola hutan. Oknum-oknum yang memiliki akses
langsung ke pemegang kekuasaan memanfaatkan lahan secara tidak sesuai dengan
kearifan lokal. Tindakan ini membuat masyarakat lokal terinspirasi untuk
meakukan hal sama. Mereka kembali berusaha untuk mengklaim lahan tersebut.



Meskipun lahan tersebut dianggap sebagai hutan negara, mereka melakukan
tindakan yang menurut pemerintah ilegal, seperti penebangan pohon dan jual beli
lahan di sana, serta menerbitkan sertifikat meskipun status lahan adalah hutan
negara. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan hutan, serta kondisi lahan, dan
pengelolaan sumber daya yang penting bagi komunitas yang bergantung pada
hutan sebagai sumber kehidupan mereka (Munawar, 2018).

Di tengah ketidakpastian dan konflik lahan yang terjadi Gapoktanhut
Tandung Billa yang merupakan gabungan dari lima Kelompok Tani Hutan (KTH)
di wilayah Battang bermufakat untuk bersatu demi legalitas pengelolaan hutan
bersama dengan KPH Latimojong sebagai salah satu program perhutanan sosial
dalam rangka mengusulkan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan
landasan mereka membutuhkan payung hukum demi legalitas pengelolaan hutan
sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan
hidup masyarakat dari segi ekonomi hingga jasa lingkungan. Melalui perjalanan
untuk memperoleh akses pengelolaan yang cukup panjang, Gapoktanhut Tandung
Billa resmi diberikan 1zin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
pada tanggal 8 Mei 2017.

Konsep kebutuhan sangat terkait dengan konsep kesejahteraan, yang
berarti bahwa seseorang dapat dianggap sejahtera jika mereka memenuhi
kebutuhan mereka. Karena indikator kesejahteraan secara tidak langsung
berkorelasi dengan tingkat kebutuhan (Nurfatriani dkk., 2019). Taraf
kesejahteraan terdiri dari ukuran yang dapat dilihat, seperti kesehatan fisik dan
kesehatan mental, serta ukuran yang tidak dapat dilihat. Ferguson et al.
menyatakan bahwa kesejahteraan keluarga dapat dibagi menjadi kesejahteraan
ekonomi (family economic well-being) dan kesejahteraan material (family
material well-being). Kesejahteraan ekonomi keluarga diukur dengan melihat
pemenuhan input keluarga, seperti pendapatan, upah, aset, dan pengeluaran.
Kesejahteraan material diukur dengan melihat barang dan jasa yang dimiliki
keluarga (Amanaturrohim dan Widodo, 2016). (Nurfatriani dkk., 2019).

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Battang yang merupakan salah satu
kelurahan yang terletak di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Area Gapoktanhut

Tandung Billa di Kelurahan di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo adalah salah



satu kelurahan yang memiliki Hutan Kemasyarakatan (HKm). Untuk melestarikan
dan mensejahtrakan masyarakat, salah satu program utama adalah Hutan
Kemasyarakatan (HKm). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan
Hutan  Kemasyarakatan, yang ditetapkan dalam  SK.2628/Menlhk-
Pskl/Pkps/Psl.0/5/2017, menetapkan Hutan Lindung Tandung Billa Kota Palopo
sebagai HKm. Selama periode ini, masyarakat telah secara langsung terlibat
dalam pengelolaan hutan HKm. Kelompok tani hutan (Gapoktanhut) Tandung
Billa dibentuk sebagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat (Witno
dkk., 2020).

Sistem pengelolaan hutan melalui hutan kemasyarakatan melibatkan
masyarakat sebagai pengelola di tingkat tapak, dengan konsep partisipasi. Dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam dan sekitar hutan dengan
menerapkan konsep pengelolaan hutan yang lestari, masyarakat dilibatkan sebagai
bagian dari kawasan hutan sekitarnya. Hutan kemasyarakatan berpotensi
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang mengelola
hutan milik negara secara legal. Mereka juga dapat memanfaatkan sumber daya
hutan secara lestari. Berdasarkan hal tersebut, inilah yang melatarbelakangi
dilakukan penelitian ini yang akan melihat dengan adanya pemberian akses
mengelolah lahan setelah konflik tenurial yang terjadi dan menghambat
pengelolaan HKm diharapkan dapat memberikan keuntungan yang kemudian
dihubungkan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat di areal hutan
kemasyarakatan tersebut.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1.  Mengetahui potret kesejahteraan masyarakat pasca pemberian akses
pengelolaan lahan dari indikator ekonomi, kualitas lingkungan, kesehatan,
ketahanan pangan, kepuasan hidup, sosial, dan pemanfaatan lahan di areal
HKm Gapoktanhut Tandung Billa Kelurahan Battang, Kecamatan Wara
Barat, Kota Palopo.



2. Mengidentifikasi  faktor-faktor ~yang mempengaruhi  kesejahteraan
masyarakat dari pengelolaan lahan di areal HKm Gapoktanhut Tandung

Billa Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo.

Kegunaaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan
informasi dasar kepada masyarakat, dan pemerintah setempat terkait dampak dari
pengelolaan lahan yang dikelola masyarakat terhadap kesejahteraan hidup,
menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan dan
mengembangkan kebijakan yang tepat untuk pengelolaan lahan dan kesejahteraan

masyarakat di areal HKm Gapoktanhut Tandung Billa.



1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Akses dan Perhutanan Sosial

Akses berfokus kepada kemampuan yang mencakup jangkuan yang lebih
luas dari hubungan sosial yang membatasi atau memungkinkan penggunaan
sumber daya daripada hubungan hak milik. Kemampuan untuk mengambil
manfaat dari berbagai sumber daya, seperti modal, pasar, tenaga Kkerja,
pengetahuan, otoritas identitas, dan hubungan sosial, dikenal sebagai akses. Untuk
menilai akses, observasi lapangan harus dilakukan untuk melihat interaksi antar
aktor. (Maryudi dan Fisher, 2020).

Pemanfaatan kawasan hutan melalui Persetujuan Pengelolaan Perhutanan
Sosial akan menjadi jembatan yang mampu menunjukkan kehadiran negara dalam
melindungi seluruh bangsa Indonesia, khususnya memberikan kesejahteraan bagi
masyarakat yang berhak atas kawasan hutan. Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016
tentang Perhutanan Sosial dikeluarkan untuk melakukan langkah maju dalam
pengelolaan perhutanan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat
tertentu. dimana masyarakat mempermudah akses ke hutan, baik di dalam maupun
di luar hutan. Akses legal masyarakat untuk mengelola hutan ini diharapkan
menjadi jembatan bagi negara untuk menyejahterakan masyarakat terdepan
Indonesia (Gunawan dan Supriyadi, 2023).

Program Perhutanan Sosial adalah salah satu program pemerintah yang
bertumpuh pada pemberian akses legal kepada masyarakat dan perbaikan
penghidupan mereka. Salah satu skema Perhutanan Sosial adalah Hutan
Kemasyarakatan (HKm). Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.88/Menhut-11/2014 hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang
pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat
tidak hanya berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan, tetapi juga
bertanggung jawab langsung atas pengelolaan hutan. Melalui pemanfaatan sumber
daya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan serta selalu menjaga kelestarian
fungsi hutan dan lingkungan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

setempat.



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik
Indonesia saat ini memprioritaskan program perhutanan sosial. Tujuan dari
perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang
tinggal di sekitar hutan. Program ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah
pusat, yang diwakili olen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK), memiliki dua program utama. Dua program utama KLHK adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan membangun model
konservasi hutan yang efektif. Program Perhutanan Sosial dibangun atas dasar
kedua program tersebut dan didasarkan pada paradigma bahwa pembangunan
tidak hanya dilakukan dari kota, tetapi juga dari dalam dan sekitar hutan
(Yudistiro dan Wicaksono, 2023).

Skema Perhutanan Sosial terdiri atas lima yaitu Hutan Adat (HA)
didefinisikan sebagai hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat; Hutan
Desa (HD) dikelola olen Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs); Hutan
Kemasyarakatan (HKm) dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTh); Hutan
Tanaman Rakyat (HTr) dikelola oleh individu atau koperasi; dan Kemitraan
Kehutanan (KK) dikelola oleh masyarakat yang tinggal dan tinggal di sekitar
hutan kemitraan (Gunawan dan Supriyadi, 2023). Perhutanan Sosial (PS) adalah
sistem pengelolaan hutan lestari di hutan negara atau di hutan yang digunakan
oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat. Tujuan utamanya adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keseimbangan ekologi, dan dinamika
sosial-budaya (Yudistiro dan Wicaksono, 2023)

Program perhutanan sosial melalui pemberian akses kelola lahan dapat
membantu masyarakat yang tinggal di sekitar hutan menjaga kelestarian
lingkungan mereka dan juga menghasilkan pendapatan bagi mereka. Program ini
bertujuan untuk memberikan masyarakat akses legal untuk mengelola hutan,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dan menjaga kelestarian
hutan. Menurut Agusti dkk (2019), pemulihan hutan yang kritis, peningkatan
pelibatan masyarakat yang berada di sekitar hutan, peningkatan kesejahteraan
masyarakat, penyediaan kebutuhan masyarakat di sekitar hutan, dan menjaga
kelestarian hutan adalah tujuan jangka panjang dari program perhutanan sosial
(Toha dkk., 2023).



2.2 Hutan Kemasyarakatan

Konsep Pembangunan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) adalah konsep
pembangunan hutan yang harus memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan
masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Tujuan sistem pengelolaan hutan adalah
untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat baik dalam aspek nilai ekonomi,
nilai sosial, dan ekologi melalui peningkatkan fungsi hutan dan kawasan,
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan
kayu dan bukan kayu dengan tetatp mempertahankan kelestarian hutan secara
menyeluruh. Tujuan pengelolaan hutan ini dilakukan tanpa mengganggu fungsi
utama sistem, yaitu meningkatkan fungsi utama hutan dan kawasan serta
memberikan manfaat kepada masyarakat yang mengelola dan masyarakat
setempat. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah salah satu jenis pembangunan
hutan berbasis masyarakat (Rosalia dan Ratnasari, 2016).

Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatannya
utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat untuk
meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka untuk mendapatkan manfaat
sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan
memberikan akses yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. HKm
hanya berlaku di wilayah hutan lindung dan hutan produksi, di mana hak atau izin
untuk memanfaatkan hasil hutan tidak diperlukan, karena wilayah tersebut
merupakan sumber pendapatan masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan
Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan selama 35 tahun dan diperpanjang setiap
5 tahun berdasarkan hasil evaluasi (Moeliono, 2015 dalam Yusran dkk., 2019).

Hutan kemasyarakatan didefinisikan sebagai hutan negara yang
dimanfaatkan secara utama untuk membantu masyarakat lokal, menurut Peraturan
Menteri Kehutanan no. P.37/Menhutll/2007. Hutan kemasyarakatan termasuk
hutan yang terletak pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sebagai mitra
pemerintah, masyarakat setempat mengelola hutan kemasyarakatan dengan
menggunakan areal kerja HKm dengan skema hak guna pakai dan bukan hak
milik. Ini dilakukan untuk menghindari konflik dan diharapkan dapat melestarikan

hutan dan meningkatkan ekonomi masyarakat (Fauzi dan Nahlunnisa, 2021).



Salah satu tujuan utama pemanfaatan hutan negara adalah untuk
memberdayakan masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkan oleh kebijakan hutan
kemasyarakatan (Hkm), yang memberikan kepada kelompok petani hutan
kemasyarakatan (Hkm) permintaan yang tinggi untuk perizinan Hkm di sekitar
kawasan hutan lindung, dan banyak kelompok baru yang muncul sebagai
kelompok- kelompok baru yang merupakan kelompok-kelompok potensial
menjadi kelompok pengelola Hkm yang bagus (Rosalia dan Ratnasari, 2016).

Tujuan dari pengelolaan HKm adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang dikelola oleh HKm. Kemiskinan adalah masalah yang sering
muncul, terutama bagi masyarakat sekitar hutan. Pengelolaan HKm di Indonesia
masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah pengelolaan hutan
harus memperhatikan batas wilayah hutan yang jelas dan diakui oleh semua pihak.
Tidak hanya pengelolaan lahan hutan yang diperlukan; pengelolaan lahan juga
dapat mencakup pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, sehingga
masyarakat memerlukan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola hutan
secara lestari (Hadi, 2018).

Baik masyarakat sekitar hutan maupun pemerintah mendapatkan
keuntungan besar dari Hutan Kemasyarakatan (HKm). Program HKm yang
dikeluarkan oleh pemerintah dapat mencegah degradasi kawasan hutan karena
pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. Dengan demikian,
masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menjaga kelestarian hutan.
Sebagai paktor utama atas pengelolaan HKm, masyarakat merasakan dampak
yang signifikan. Memanfaatkan hasil hutan non-kayu dapat meningkatkan
kesejahteraan dan kapasitas ekonomi masyarakat. (Safe’l, dkk., 2018).

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) memberikan masyarakat
kewenangan untuk mengelola sebagian dari sumber daya hutan dalam batas-batas
tertentu. Sistem berkelompok ini dipercaya memungkinkan masyarakat untuk
membangun hutan. Pemerintah akan memberikan kepastian penguasaan lahan
dalam bentuk Izin Hak Kelola atau ljin Usaha Pemanfaatan, bukan hak

kepemilikan lahan (Goran dan Sadhana, 2014).



2.3 Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat atau yang sering disebut dengan istilah society merupakan
setiap komunitas manusia yang telah hidup dan bekerja sama selama beberapa
waktu sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri sebagai sebuah
kesatuan sosial dengan batas dan aturan yang telah ditetapkan. Kesejahteraan
adalah kondisi total kepuasan hidup seseorang. Kesejahteraan sosial mencakup
berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup
sebuah keluarga; keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti
memiliki Kkualitas hidup yang lebih baik (Rosni, 2017 dalam Oktriawan dkk.,
2022).

Kesejahteraan masyarakat adalah ketika semua orang memiliki semua
kebutuhan dasar yang diperlukan di tempat yang layak, termasuk pakaian dan
makanan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, dan
tidak terpengaruh oleh kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran,
sehingga mereka merasa aman secara fisik dan mental. Keberhasilan
pembangunan suatu wilayah dapat diukur melalui berbagai indikator
kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah berharap untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat sebagai sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai
tujuan ini, pemerintah daerah merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya
yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri,
yang diharapkan akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat
(Oktriawan dkk., 2022).

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi dinamis di mana
terpenuhinya semua kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial keluarga. Ini
memungkinkan keluarga untuk hidup wajar sesuai dengan lingkungannya dan
memungkinkan anak-anak tumbuh dan memperoleh perlindungan yang diperlukan
untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang kuat dan matang sebagai
individu yang berkualitas. Konsep kebutuhan sangat terkait dengan konsep

kesejahteraan, yaitu ketika seseorang memenuhi kebutuhannya, mereka dapat



dianggap sejahtera. Ini karena tingkat kebutuhan secara tidak langsung berkorelasi
dengan indikator kesejahteraan (Amanaturrohim dan Widodo, 2016).

Dua komponen utama kesejahteraan hidup adalah kesejahteraan ekonomi
dan kesejahteraan sosial. Yang pertama meliputi pendapatan dan Kkarir, sedangkan
yang kedua mencakup perumahan, hubungan sosial, keamanan, keterlibatan
sosial, budaya, kesehatan, lingkungan, dan keluarga. Kesejahteraan masyarakat
berfokus pada sumber daya keuangan dan penggunaan sumber daya tersebut

untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Sutoyo dkk., 2022).
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